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ABSTRAK 

Fitri Azzahra Ridwan (2025) : Perbandingan Penegakan Aturan Lalu 

Lintas Antara Penerapan Tilang Manual 

Dan Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) Di Kota Pekanbaru 

 
  

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di 

Jalan Dan Penindakan Pelangggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang 

menjadi dasar hukum penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian 

adalah bagaimana perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan 

tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru 

dan apa kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui 

penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota 

Pekanbaru. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penulis 

mengidentifikasi hukum dan melihat penerapannya di masyarakat. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Informaan penelitian yaitu Direktorat 

Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Riau. Teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lalu lintas sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan dan Penindakan Pelangggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana 

apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka petugas kepolisian 

memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Sementara 

itu, ETLE adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk 

memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan 

teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar 

aturan lalu lintas. Kendala yang terjadi pada tilang manual yaitu aparat penegak 

hukum yang kurang profesional serta masih rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat. Kendala yang terjadi pada ETLE yaitu berupa keterbatasan device 

kamera statis dan mobile sehingga penerapannya belum menyeluruh. Penerapan 

tilang sekarang ini masih menggunakan kombinasi sistem tilang manual dan tilang 

elektronik karena masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat serta belum 

meratanya device tilang elektronik di Kota Pekanbaru.  

 

Kata kunci: Lalu lintas, Tilang Manual, Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistevm transportasi adalah suatu hal yang pevnting bagi suatu kota, tevrutama 

di kota bevsar yang mevmiliki banyak pevnduduk dan aktivitas. Devngan pevrtumbuhan 

pevnduduk yang sevmakin cevpat, maka pevnggunaan transportasi dan jumlah 

kevndaraan sevmakin mevningkat sevrta sevmakin mevningkat pula jumlah pevlanggar lalu 

lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mevrupakan bagian dari sistevm transportasi 

nasional yang harus dikevmbangkan potevnsi dan pevrannya untuk mevwujudkan 

kevamanan, kevsevlamatan, kevtevrtiban, dan kevlancaran bevrlalu lintas dan angkutan 

jalan dalam rangka mevndukung pevmbangunan evkonomi dan pevmbangunan 

wilayah.1  

Tingginya angka pevlanggaran lalu lintas mevrupakan salah satu pevnye vbab 

tingginya angka kevcevlakaan lalu lintas, devngan mevngambil tindakan yang tevgas 

tevrhadap pevlanggar lalu lintas tanpa kevcuali akan mevrubah tingkah laku pevngevndara 

dalam bevrlalu lintas guna mevningkatkan kevsevlamatan dalam bevrlalu lintas. Untuk 

mevndukung prosevs pevnyevlevnggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 

maka pevmevrintah harus mevmpevrhatikan bevbevrapa faktor yang dapat mevmpevngaruhi 

pevnye vlevnggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sevpevrti kevamanan bagi pevngguna 

lalu lintas, kevsevlamatan pevngguna lalu lintas, kevtevrtiban, dan kevlancaran.2 Sevbagai 

                                                           
1 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Jakarta: Mandar Jaya, 2011), h.2. 
2 Reza Permana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum, (Jakarta: CV 

Raksa Karya, 2016), h. 30-31. 
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upaya dalam mevncevgah kevtidaknyamanan, ancaman kevsevlamatan, kevtevrtiban dan 

kevlancaran dalam bevrkevndara, maka pevmevrintah tevlah mevngevluarkan kevtevntuan 

pevraturan pevrundang-undangan yang mevngatur lalu lintas dan angkutan jalan yakni 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tevntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Nevgara hukum idevntik devngan prinsip-prinsip yang dipevgang evrat devngan 

mevmposisikan hukum sevbagai pevrangkat yang bevrfungsi sevbagai alat untuk 

revkayasa sosial (social evnginevevring) yang bevrtujuan untuk mevngatur tatanan 

masyarakat, sevhingga dalam sevbuah sistevm tatanan tevrsevbut masyarakat dapat 

diarahkan untuk mevnuju suatu kevadaan yang tevrtib dan harmonis.3 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tevntang Lalu Litas dan Angkutan 

Jalan mevnyatakan bahwa Kevpolisian bevrtanggung jawab atas tevrsevlevnggaranya 

kevgiatan  sevrta mevnevlihara kevamanan lalu lintas dan angkutan jalan  mevlalui satuan 

lalu lintas yang bevrpevran dalam pevnevgakan hukum tevrhadap pevlanggaran yang 

dilakukan olevh pevngguna jalan raya, sevpevrti mevnggunakan ponsevl saat mevngevmudi, 

mevngevmudikan kevndaraan di atas trotoar, mevngevmudi kevndaraan mevlevbihi batas 

kevcevpatan, tidak mevmpunyai surat izin mevngevmudi, maupun tidak mevnggunakan 

alat alat pevnunjang kevsevlamatan kevndaraan yang mevmevnuhi standar nasional 

Indonevsia sevpevrti tidak mevnggunakan hevlm ataupun kaca spion tevrmasuk kevndaraan 

modifikasi yang dapat mevngancam kevsevlamatan pevngevndara dan pevngguna jalan 

lain  dalam lalu lintas. 

Pevnevgakan hukum tevrhadap pevlanggaran yang dilakukan olevh pevngguna 

jalan raya dilakukan olevh Kevpolisian mevlalui pevnindakan lalu lintas. Mevnurut Pasal 

                                                           
3 Julian Santoso, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017), h. 35. 
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1 Ayat (2) Pevraturan Pevmevrintah Nomor 80 Tahun 2012 tevntang Tata Cara 

Pevmevriksaan Kevndaraan Bevrmotor Di Jalan dan Pevnindakan Pevlanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan mevnyevbutkan bahwa “Pevnindakan Pevlanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan adalah sevrangkaian tindakan yang dilaksanakan olevh 

pevnyidik Kevpolisian Nevgara Revpublik Indonevsia atau Pevnyidik Pevgawai Nevgevri 

Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tevrhadap pevlanggaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan”.4 

Dalam mevlakukan Pevnindakan pevlanggaran lalu lintas tevrhadap pevngguna 

lalu lintas dibevrlakukan tilang yang mevrupakan singkatan dari kata bukti 

pevlanggaran. Mevnurut Pasal 1 ayat (4) Pevraturan Pevmevrintah Nomor 80 Tahun 2012 

tevntang Tata Cara Pevmevriksaan Kevndaraan Bevrmotor Di Jalan Dan Pevnindakan 

Pevlanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mevnyevbutkan bahwa “Bukti 

Pevlanggaran yang sevlanjutnya disevbut devngan Tilang adalah alat bukti 

pevlanggaran tevrtevntu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan devngan format 

tevrtevntu yang ditevtapkan”.5 Dalam praktik konvevnsionalnya, tilang dibevrikan olevh 

pihak Kevpolisian sevcara langsung kevpada pevlanggar lalu lintas yang mevlakukan 

pevlanggaran atau surat-surat bevrkevndara yang tidak levngkap pada saat pevmevriksaan, 

maka pevlanggar akan dikevnakan pasal dan devnda. 

                                                           
4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
5 Ibid 
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Prosevs pevnindakan pevlanggaran lalu lintas devngan tilang konvevnsional 

mevmpunyai bevbevrapa kevlevmahan baik sevcara administrasi, opevrasional maupun 

pevrtanggungjawabannya. Kevlevmahan pasca sistevm tilang manual saat ini adalah:6 

a. Mevnjadi alat pevmevrasan dan suap, dapat dilakukannya manipulasi data 

pevngadaan matevrial dan insevntif tilang yang mevnjadi hak tugas pevnindak 

mevmbuat sistevm ini sevring dimanfaatkan oknum pevtugas untuk mevnakut nakuti 

pevlanggar, sevhingga pevlanggar mevlakukan pevluang atau jalan pintas devngan 

mevnyuap pevtugas untuk tevrhindar dari pasal dan devnda. 

b. Prosevs pevnyidangan yang lambat dan rumit, mulai dari pevnyevrahan bevrkas dari 

pevtugas pevnindak sampai kev prosevs pevnyidangan mevrevflevksikan birokrasi yang 

panjang sevrta tidak evfevktif dan evfisievn, sevhingga munculnya calo dimanfaatkan 

olevh para pevlanggar 

c. Devnda putusan sidang yang tidak transparan, putusan devnda yang tidak sama 

devngan uang titipan sevhingga sisa uang titipan mevnjadi tidak bevrtuan yang bisa 

disalahgunakan devngan tidak disevtorkan kev kas nevgara. 

d. Tilang manual tidak bisa digunakan untuk pevrpanjangan sim, forevnsik 

kevpolisian dan sevbagainya. 

e. Kevtevrbatasan pevtugas tilang mevmbuat pevngawasan dan pevnindakan tevrhadap 

pevlanggar lalu lintas masih revndah sevhingga tidak mevmbevri dampak untuk 

kamsevltibcarlantas (Kevamanan, Kevsevlamatan, Kevtevrtiban, dan Kevlancaran Lalu 

Lintas) 

                                                           
6https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional , diakses 

pada 15 Januari 2023, pukul 13.00 WIB. 

https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional


5 
 

 
 

f. Bevrdasarkan bevrbagai kevlevmahan tevrsevbut dapat diambil kevsimpulan bahwa 

dalam praktik tilang konvevnsional pevnindakannya masih bevlum mevmbevrikan 

evfevk jevra kevpada pevlanggar lalu lintas 

Dari bevbevrapa kevlevmahan tevrsevbut, maka dipevrlukan sistevm pevnevgakan 

hukum yang evfevktif, evfisievn, dan sevkaligus dapat mevngikuti pevrkevmbangan 

tevknologi untuk mevmbevrikan kevmanfaatan yang levbih luas tanpa tevrhalang 

kevtevrbatasan tevnaga dan waktu. Yang diharapkan sistevm pevnevgak hukum tevrbaru ini 

dapat mevmbevrikan evfevk jevra kevpada pevlanggar lalu lintas. 

 Pevnevrapan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) dibevrlakukan sevjak 

Marevt 2021. EvTLEv mevnjadi tevroboan bagi korlantas Polri untuk mevlakukan sevstevm 

pevnevgakan hukum, bevrkaitan devngan kevamanan, kevdisiplinan, dan kevsevlamatan 

bevrlalu lintas. Kapolri Jevndevral Listyo Sigit Prabowo mevnginstruksikan polisi lalu 

lintas untuk mevlakukan tindakan devngan mevnggunakan tevknologi. Sevhingga 

masyarakat dapat mevngawasi pevnindakan yang dilakukan polisi tevrhadap pevlanggar 

lalu lintas.7 Instruksi tevrsevbut tevrtuang dalam mevlalui surat Tevlevgram Nomor 

ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktobevr 2022. Kevpolisian Nevgara 

Revpublik Indonevsia (Polri) mevngevluarkan kevbijakan pevnghapusan tilang manual. 

Kevbijakan ini adalah bagian dari upaya untuk mevningkatkan profevsionalitas 

Kevpolisian sevkaligus mevmpevrbaiki apa yang mevnjadi kevluhan masyarakat tevrkait 

praktik pevnindakan tilang manual yang tevrkevsan tidak transparan dan revntan 

pevnyimpangan.8 

                                                           
7https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_b

erkendara_masyarakat , Diakses pada 15 Januari 2023, pukul 14.00 WIB. 
8https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/ , 

Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 14.30 WIB. 

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_berkendara_masyarakat
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_berkendara_masyarakat
https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/
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Pevnevrapan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) tevlah dibevrlakukan 

di bevrbagai nevgara dalam pevnevgakan hukum lalu lintas yang levbih evfevtif dan evfisievn, 

bevrbevrapa nevgara tevrsevbut diantaranya:9 

1. Amevrika Sevrikat, mevlansir laman revsmi pevmevrintah Nevw York City (NYC), 

pada 2013, levgislatif dan Gubevrnur nevgara bagian Cuomo mevmbevrlakukan 

Hukum Kevndaraan dan Lalu Lintas Nevw York. Hukum ini mevmbevrikan 

wevwevnang bagi Nevw York untuk mevlakukan pevnevgakkan batas kevcevpatan 

tevrhadap pevlanggar kevcevpatan di 20 zona kevcevpatan sevkolah. Kamevra pevrtama 

dipasang pada Januari 2014. Pada Juni 2014, uji coba kamevra dipevrbanyak di 

140 zona kevcevpatan sevkolah untuk mevngurangi kevmatian ataupun luka sevrius 

akibat kevcevlakaan lalu lintas. Kamevra di Amevrika Sevrikat mevnggunakan radar 

dan tevknologi lasevr yang sama devngan pevngukur kevcevpatan kevndaraan. Jika 

radar sistevm mevnangkap kevcevpatan kevndaraan yang mevlevbihi batas, gambar 

bagian bevlakang kevndaraan pun akan dicatat, tevrmasuk lisevnsinya. Pevlanggaran 

tevrsevbut kevmudian diidevntifikasi olevh pevtugas. Jika pevlanggaran tevlah 

tevrvevrifikasi, pevtugas pun akan mevngevluarkan surat pevmbevritahuan atau Noticev 

of Liability. 

2. Inggris, pevlanggaran yang didevtevksi adalah pevlanggaran tevrhadap lampu lalu 

lintas dan kevcevpatan. Kamevra tevrsevbut didanai mevlalui uang yang dipevrolevh dari 

devnda. Uang tevrsevbut kevmudian diinvevstasikan kevmbali untuk program 

kevsevlamatan atau kevtevrtiban lalu lintas mevlalui kamevra tevrsevbut. 

                                                           
9https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-

elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all , Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 

15.00 WIB. 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all
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3. Sevlandia Baru, pevmbevrlakuan kamevra pevnangkap kevcevpatan ini banyak 

diopevrasikan sevjak akhir tahun 1993. Kamevra-kamevra tevrsevbut tevrpasang di 

lokasi-lokasi tevrtevntu yang dinilai banyak tevrjadi kevcevlakaan akibat pevlanggaran 

batas kevcevpatan. Pevlanggaran yang tevrdevtevksi pun dikevnakan devnda. Publik 

sevmpat mevngira bahwa devnda dari pevlanggaran kevcevpatan mevlalui sistevm 

evlevktronik kamevra ini hanya bevrtujuan untuk pevningkatan pevndapatan. 

4. Turki, mevlansir laman Intevgratevd Systevms & Systevms Devsign Turkevy, Turki juga 

tevlah mevnevrapkan sevjumlah sistevm pevnevgakkan evlevktronik untuk aturan lalu 

lintas di nevgaranya. Sevpevrti pevngevnal nomor kevndaraan otomatis, pevndevtevksi 

pevlanggar lalu lintas, pevlanggaran parkir, dan pevlanggaran batas kevcevpatan. 

Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) mulai dibevrlakukan sevcara luas 

di wilayah Indonevsia sevcara nasional tahap pertama pada tanggal 23 Marevt 2021. 

ETLE tersebut dioperasikan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan jumlah 244 

kamera tilang elektronik dan 12.044 CCTV. Kedua belas wilayah Kepolisian 

Daerah tersebut adalah:10 

1. Polda Metro Jaya : 98 titik 

2. Polda Banten : 1 titik 

3. Polda Jawa Barat : 21 titik 

4. Polda Jawa Tengah : 10 titik 

5. Polda DIY Yogyakarta : 4 titik 

6. Polda Jawa Timur : 55 titik 

                                                           
10https://setkab.go.id/e-tle-nasional-diluncurkan-12-polda-terapkan-tilang-elektronik/, 

diakses tanggal 23 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB. 

https://setkab.go.id/e-tle-nasional-diluncurkan-12-polda-terapkan-tilang-elektronik/
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7. Polda Lampung : 5 titik 

8. Polda Riau : 5 titik 

9. Polda Jambi : 8 titik 

10. Polda Sumatera Barat : 10 titik 

11. Polda Sulawesi Selatan : 16 titik 

12. Polda Sulawesi Utara : 11 titik 

 

Di Pekanbaru, tilang manual sevmpat ditiadakan dan hanya tilang evlevktronik 

atau evlevctronic traffic law evnforcevmevnt (EvTLE v) yang dibevrlakukan. Namun, kini 

tilang manual sudah dibevrlakukan kevmbali di Kota Pevkanbaru. Pevtunjuk dan arahan 

(Jukrah) pimpinan tevrkait tilang manual sudah turun sevjak April 2023. 

Dibevrlakukannya tilang manual ini bevrtujuan untuk mevminimalisir angka 

pevlanggaran lalu lintas khususnya yang pevlanggarannya bevlum tevrcakup olevh EvTLE v 

sevpevrtu bevrkevndara dibawah umur, bevrkevndara dibawah pevngaruh alkohol, 

kevlevngkapan kevndaraan tidak sevsuai devngan spevsifikasi tevknik kevmdaraan, 

kevndaraan tanpa TNKB, dan sevbagainya.11 Pevnindakan tilang manual dilakukan 

olevh tim khusus yang sudah mevmiliki surat pevrintah dan bevrsevrtifikasi pevtugas 

pevnindakan pevlanggaran lalu lintas. Mevskipun tilang manual dibevrlakukan kevmbali, 

jajaran Potlantas dilarang mevlaksanakan pevnindakan pevlanggaran lalu lintas sevcara 

stasionevr (razia). Korlantas Polri mevnevrbitkan aturan tevrkait pevlaksanaan 

                                                           
11 https://humas.polri.go.id/2023/05/15/sudah-ratusan-pelanggar-ditindak-polantas-sejak-

tilang-manual-kembali-diterapkan-di-pekanbaru/ , diakses tanggal 24 Februari 2024, Pukul 14.30 

WIB. 

https://humas.polri.go.id/2023/05/15/sudah-ratusan-pelanggar-ditindak-polantas-sejak-tilang-manual-kembali-diterapkan-di-pekanbaru/
https://humas.polri.go.id/2023/05/15/sudah-ratusan-pelanggar-ditindak-polantas-sejak-tilang-manual-kembali-diterapkan-di-pekanbaru/
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pevnindakan pevlanggaran lalu lintas itu bevrsdasarkan surat tevlevgram bevrnomor 

ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tevrtabggal 16 Mevi 2023. 

 Bevrikut ini data jumlah tilang dan tevguran yang dilakukan olevh Ditlantas 

Polda Riau Tahun 2023 – Sevmevstevr I 2024: 

Tabel 1. 1 Penindakan Tilang Oleh Ditlantas Polda Riau 

No. Jenis Tilang 2023 Semester I 2024 

Roda Dua Roda 

Empat 

Roda Dua Roda 

Empat 

1. Tilang Mamual 266 199 144 267 

2. Tilang Evlevktronik 12.248 7.590 6.409 2.027 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sevtiap tahunnya pevnindakan tilang di Kota 

Pevkanbaru masih dalam angka yang tinggi dalam arti bevlum bevrkurang sevcara 

signifikan sevhingga masih banyak pevlanggaran dalam hal bevrlalu lintas di Kota 

Pevkanbaru. 

Bevrdasarkan latar bevlakang di atas, pevnevliti bevrmaksud untuk mevnevliti dalam 

bevntuk skripsi devngan judul “PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN 

LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN 

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA 

PEKANBARU”. 

B. Batasan Masalah 

Pevmbatasan masalah bevrtujuan untuk mevmfokuskan kajian yang akan 

dilaksanakan sevhingga tujuan pevnevlitian dapat tevrcapai dalam waktu yang simgkat 
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dan tevrkontrol devngan baik. Adapun batasan masalah dalam pevnevlitian ini adalah 

bagaimanakah pevrbandingan pevnevgakan aturan lalu lintas mevlalui pevnevrapan tilang 

manual dan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) di kota Pevkanbaru dan 

kevndala yang dihadapi dalam pevnevrapan tilang manual dan Evlevctronic Traffic Law 

Evnforcevmevnt (EvTLEv) di kota Pevkanbanbaru. Pevnevlitian di lakukan di Ditlantas 

Polda Riau. 

C. Rumusan Masalah 

Bevrdasarkan uraian latar bevlakang masalah di atas, maka pevnevliti 

mevngidevntifikasi bevbevrapa masalah dari pevnevlitian ini adalah sevbagai bevrikut: 

a. Bagaimanakah pevrbandingan pevnevgakan aturan lalu lintas mevlalui 

pevnevrapan tilang manual dan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLE v) 

di kota Pevkanbaru? 

b. Apa kevndala yang dihadapi dalam pevnevgakan aturan lalu lintas mevlalui 

pevnevrapan tilang manual dan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLE v) 

di kota Pevkanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pevnulis dalam pevnevlitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mevngevtahui pevrbandingan pevnevgakan aturan lalu lintas mevlalui 

pevnevrapan tilang manual dan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt 

(EvTLEv) di kota Pevkanbaru. 
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b. Untuk mevngevtahui kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu 

lintas melalui penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di kota Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

Sevsuai devngan pokok pevrmasalahan yang ada, maka manfaat 

pevnevlitian ini dapat dibagi mevnjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Tevoritis 

1) Pevnevlitian ini di harapkan bevrmanfaat sevbagai bahan masukan dan 

untuk mevlevngkapi khasanah pevnevlitian dibidang hukum lalu lintas bagi  

Fakultas Syariah dan Hukum Univevrsitas Islam Nevgevri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2) Sevbagai bahan pevnevlitian lanjutan bagi pevngevmbangan ilmu hukum, 

khususnya bagi mahasiswa atau para pevnevliti yang akan mevlakukan 

pevnevlitian devngan tevma yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk mevnevrapkan mevtodev atau ilmu yang dipevrolevh sevlama 

pevrkuliahan dan mevlatih mevnganalisa pevrsoalan yang ada sevrta mevncari dan 

mevnevmukan solusinya. Sevrta untuk mevlevngkapi syarat guna mevndapatkan 

gevlar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Univevrsitas Islam 

Nevgevri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

Kevrangka tevoritis adalah uvpaya uvntuvk mevngidevntifikasi suvatuv tevori, konsevp-

konsevp, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sevbagai landasan uvntuvk 

mevmbahas pevrmasalahan pevnevlitian. Bevrikuvt tevori-tevori yang di guvnakan pevnuvlis 

dalam pevnevlitian ini: 

1. Penegakan Hukum 

Pevnevgakan huvkuvm mevruvpakan uvsaha uvntuvk mevwuvjuvdkan idev-idev dan 

konsevp-konsevp huvkuvm yang diharapakan rakyat mevnjadi kevnyataan. Pevnevgakan 

huvkuvm mevruvpakan suvatuv prosevs yang mevlibatkan banyak hal.12 Pevngevrtian 

pevnevgakan huvkuvm juvga dapat diartikan pevnyevlevnggaraan huvkuvm olevh pevnevgak 

huvkuvm dan olevh sevtiap orang yang mevmpuvnyai kevpevntingan dan kevwevnangan 

masing-masing mevnuvruvt huvkuvm yang bevrlakuv.13 Mevnuvruvt Soevrjono Soevkanto, 

pevnevgakan huvkuvm adalah kevgiatan mevnyevrasikan huvbuvngan nilai-nilai yang 

tevrjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan 

mevngevjevwantah dan sikap tindak sevbagai rangkaian pevnjabaran nilai tahap akhir 

uvntuvk mevnciptakan, mevmevlihara dan mevmpevrtahankan kevdamaian pevrgauvlan 

hiduvp. Pevnevgakan huvkuvm mevruvpakan uvpaya dalam mevnevrapkan norma atauv 

                                                           
12 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32. 
13 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Surabaya: PT. Refika 

Aditama, 2003), h. 72. 
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atuvran yang tevlah di sevpakati di masyarakat uvntuvk mevwuvjuvdkan kevnyamanan 

dan kevtevntraman dalam mevnjalani kevhiduvpan.14 

Pevnevgakan huvkuvm sevcara konkrevt adalah bevrlakuvnya huvkuvm positif 

dalam praktik sevbagaimana sevharuvsnya patuvt dipatuvhi. Olevh karevna ituv, 

mevmbevrikan kevadilan dalam suvatuv pevrkara bevrarti mevmuvtuvskan huvkuvm in 

concrevto dalam mevmpevrtahankan dan mevnjamin di taatinya huvkuvm matevriil 

devngan mevngguvnakan cara procevduvral yang ditevtapkan olevh huvkuvm formal.15 

Mevnuvruvt Satjipto Raharjo pevnevgakan huvkuvm pada hakikatnya mevruvpakan 

pevnevgakan idev-idev atauv konsevp-konsevp tevntang kevadilan, kevbevnaran, 

kevmamfaatan sosial, dan sevbagainya. Jadi Pevnevgakan huvkuvm mevruvpakan uvsaha 

uvntuvk mevwuvjuvdkan idev dan konsevp-konsevp tadi mevnjadi kevnyataan.16 

Pevnevgakan huvkuvm dapat dilaksanakan devngan bevrbagai sanksi sevpevri sanksi 

administratif, sanksi pevrdata, dan sanksi pidana.17 Pevnevgakan huvkuvm 

mevruvpakan kevwajiban bagi sevluvruvh masyarakat uvntuvk mevngevtahuvi tevntang hak 

dan kevwajiban huvkuvm. Buvkan hanya olevh pevtuvgas pevnevgak huvkuvm masyarakat 

juvga haruvs aktif bevrpevran dalam mevlakuvkan pevnevgakan huvkuvm.18 

1. Faktor-Faktor Yang Mevmpevngaruvhi Pevnevgakan Huvkuvm 

Mevnangani masalah dalam pevnevgakan huvkuvm pidana yang tevrjadi di 

masyarakat dapat dilakuvkan uvpaya prevvevntif yaituv tanpa mevngguvnakan 

                                                           
14 Budi Sudirman, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Progresif Media Press. 

2017), h. 41. 
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2005), h. 6. 
16 Ibid, h. 34 
17 R. Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum (Bidang Lalu Lintas), (Jakarta: Balai 

Pustaka), 1999), h. 49. 
18 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1997), h. 80. 
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huvkuvm pidana yang levbih mevnitikbevratkan pada pevncevgahan sevbevluvm 

tevrjadinya kevjahatan tevrsevbuvt dan revprevsevntatif yaituv huvkuvm pidana yang 

levbih mevnitikbevratkan pada pevmbevrantasan sevtevlah tevrjadinya kevjahatan 

tevrsevbuvt sevpevrti dibevrikannya sanksi pidana. Uvpaya revprevsevntatif ini 

dilakuvkan apabila uvpaya prevvevntif tidak bevrhasil.19 

Faktor faktor yang mevmpevngaruvhi pevnevgakan huvkuvm mevnuvruvt 

Soevrjono Soevkanto adalah: 20 

a. Faktor Huvkuvm 

Praktik pevnyevlevnggaraan huvkuvm di lapangan ada kalanya tevrjadi 

pevrtevntangan antara kevpastian huvkuvm dan kevadilan, hal ini disevbabkan 

olevh konsevpsi kevadilan mevruvpakan suvatuv ruvmuvsan yang bevrsifat abstrak, 

sevdangkan kevpastian huvkuvm mevruvpakan suvatuv prosevduvr yang tevlah 

ditevntuvkan sevcara normatif. Juvstruv ituv, suvatuv kevbijakan atauv tindakan 

yang tidak sevpevnuvhnya bevrdasar huvkuvm mevruvpakan sevsuvatuv yang dapat 

dibevnarkan sevpanjang kevbijakan atauv tindakan ituv tidak bevrtevntangan 

devngan huvkuvm. Maka pada hakikatnya pevnye vlevnggaraan huvkuvm buvkan 

hanya mevncakuvp law evnforcevmevnt, namuvn juvga pevacev maintevnancev, 

karevna kaevdah dan pola pevrilakuv nyata yang bevrtuvjuvan uvntuvk mevncapai 

kevdamaian. 

b. Faktor Pevnevgak Huvkuvm 

                                                           
19 Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas), (Jakarta: Cipta 

Manunggal, 2007), h. 45. 
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan 

Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42. 
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Fuvngsi huvkuvm, mevntalitas atauv kevpribadian pevtuvgas pevnevgak 

huvkuvm mevmainkan pevranan pevnting, kalauv pevratuvran suvdah baik, tevtapi 

kuvalitas pevtuvgas kuvrang baik, ada masalah. Olevh karevna ituv, salah satuv 

kuvnci kevbevrhasilan dalam pevnevgakan huvkuvm adalah mevntalitas atau v 

kevpribadian pevnevgak huvkuvm. 

c. Faktor Sarana atauv Fasilitas Pevnduvkuvng 

Faktor sarana atauv fasilitas pevnduvkuvng mevncakuvp pevrangkat 

luvnak dan pevrangkat kevras, salah satuv contoh pevrangkat luvnak adalah 

pevndidikan. Pevndidikan yang ditevrima olevh Polisi devwasa ini cevndevruvng 

pada hal-hal yang praktis konvevnsional, sevhingga dalam banyak hal 

polisi mevngalami hambatan di dalam tuvjuvannya, diantaranya adalah 

pevngevtahuvan tevntang kevjahatan kompuvtevr, dalam tindak pidana khuvsuvs 

yang sevlama ini masih dibevrikan wevwevnang kevpada jaksa, hal tevrsevbuvt 

karevna sevcara tevknis yuvridis polisi dianggap bevluvm mampuv dan bevluvm 

siap. Walauvpuvn disadari puvla bahwa tuvgas yang haruvs dievmban olevh 

polisi bevgituv luvas dan banyak. 

d. Faktor Masyarakat 

Pevnevgak huvkuvm bevrasal dari masyarakat dan bevrtuvjuvan uvntuvk 

mevncapai kevdamaian di dalam masyarakat. Sevtiap warga masyarakat 

atauv kevlompok sevdikit banyaknya mevmpuvnyai kevsadaran huvkuvm, 

pevrsoalan yang timbuvl adalah taraf kevpatuvhan huvkuvm, yaituv kevpatuvhan 

huvkuvm yang tinggi, sevdang, atauv kuvrang. Adanya devrajat kevpatuvhan 
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huvkuvm masyarakat tevrhadap huvkuvm, mevruvpakan salah satuv indikator 

bevrfuvngsinya huvkuvm yang bevrsangkuvtan. 

e. Faktor Kevbuvdayaan 

Bevrdasarkan konsevp kevbuvdayaan sevhari-hari, orang bevgituv 

sevring mevmbicarakan soal kevbuvdayaan. Kevbuvdayaan mevnuvruvt Soevrjono 

Soevkanto, mevmpuvnyai fuvngsi yang sangat bevsar bagi manuvsia dan 

masyarakat, yaituv mevngatuvr agar manuvsia dapat mevngevrti bagaimana 

sevharuvsnya bevrtindak, bevrbuvat, dan mevnevntuvkan sikapnya kalauv mevrevka 

bevrhuvbuvngan devngan orang lain. Devngan devmikian, kevbuvdayaan adalah 

suvatuv garis pokok tevntang pevrikevlakuvan yang mevnevtapkan pevratuvran 

mevngevnai apa yang haruvs dilakuvkan, dan apa yang dilarang. 

2. Pelanggaran Lalu Lintas 

Pevlanggaran adalah pevnyimpangan tevrhadap kevtevntuvan-kevtevntuvan 

uvndang-uvndang atauv huvkuvm yang bevrlakuv. Pevlanggaran laluv lintas adalah 

pevrbuvatan yang bevrtevntangan devngan laluv lintas dan atauv pevratuvran 

pevlaksanaannya, baik yang dapat atauvpuvn tidak dapat mevnimbuvlkan kevruvgian 

jiwa atauv bevnda dan juvga kamtibcarlantas. Devfevnisi pevlanggaran laluv lintas 

mevnuvruvt Ramlan Naning, adalah pevrbuvatan atauv tindakan sevsevorang yang 

bevrtevntangan devngan kevtevntuvan pevratuvran pevruvndang-uvndangan laluv lintas jalan. 

Pevlanggaran yang dimaksuvd tevrsevbuvtadalah sevbagaimana yang tevlah disevbuvtkan 

di dalam Uvndang-Uvndang Nomor 22 Tahuvn 2009 tevntang Laluv Lintas dan 

Angkuvtan Jalan pasal 326, apabila kevtevntuvan tevrsevbuvt dilanggar, maka 
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dikuvalifikasikan sevbagai pevlanggaran.21 Pevlanggaran laluv lintas adalah suvatuv 

pevrbuvatan atauv tindakan yang dilakuvkan sevsevorang yang mevngevmuvdi kevndaraan 

uvmuvm atauv kevndaraan bevrmotor, pevsevpevda juvga pevjalan kaki yang bevrtevntangan 

devngan pevratuvran pevruvndang-uvndangan di bidang laluv lintas dan angkuvtan 

jalan.22 Pevlanggaran laluv lintas mevruvpakan pevlanggaran tevrhadap pevrsyaratan 

administrasi atauv pevlaksanaan tevknis olevh pevmakai kevndaraan sevsuvai kevtevntuvan 

pevratuvran pevruvndang-uvndangan laluv lintas yang bevrlakuv. Pevnindakan 

pevlanggaran laluv lintas adalah suvatuv tindakan huvkuvm yang dilakuvkan olevh 

Pevtuvgas Kevpolisian Revpuvblik Indonevsia yang dituvjuvkan kevpada pevlanggar laluv 

lintas sevcara evduvkatif mauvpuvn yuvridis.23 

1. Pevngevrtian Laluv Lintas 

Pevngevrtian laluv lintas mevnuvruvt kevtevntuvan Pasal 1 Uvndang-Uvndang 

Nomor 22 Tahuvn 2009 tevntang Laluv Lintas dan Angkuvtan Jalan, yang 

dimaksuvd laluv lintas adalah gevrak kevndaraan dan orang di ruvang laluv lintas 

jalan. Sevdangkan ruvang laluv lintas adalah prasarana yang dipevruvntuvkkan 

bagi gevrak pindah kevndaraan, orang, dan/ atauv barang yang bevruvpa jalan dan 

fasilitas pevnduvkuvng. Adapuvn yang dimaksuvd devngan jalan adalah sevluvruvh 

bagian jalan, tevrmasuvk banguvnan pevrlevngkapannya yang dipevruvntuvkkan bagi 

laluv lintas uvmuvm, yang bevrada pada pevrmuvkaan tanah, di atas pevrmuvkaan 

                                                           
21 Andra Rafif Haryukusomo, Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Malang Dalam 

Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas, dalam Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnimbus 

Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum, (Malang: Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, 2020), h. 34. 
22 Andreas Dewantoro, Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), h. 143. 
23 Hadi Wijaya, Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum, (Jakarta: Media Hukum Press, 

2014), h. 14. 
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tanah, di bawah pevrmuvkaan tanah dan/ atauv air, sevrta di atas pevrmuvkaan air, 

kevcuvali jalan revl dan jalan kabevl.24 

Mevnuvruvt Soevrjono Soevkanto dalam buvkuvnya Polisi dan Laluv Lintas 

mevnye vbuvtkan warga masyarakat mevmakai jalan uvntuvk bevrbagai 

kevpevntingan, baik primevr, sevkuvndevr, mauvpuvn tevrsievr. Jalan mevruvpakan satuv 

kevsatuvan sistevm jaringan jalan yang mevngikat dan mevnghuvbuvngkan puvsat-

puvsat pevrtuvmbuvhan devngan wilayah yang bevrada dalam pevngaruvh 

pevlayanannya dalam satuv huvbuvngan hievrarki.25 

2. Pevngevrtian Pevlanggaran Laluv Lintas 

Kitab Uvndang-Uvndang Huvkuvm Pidana (KUvHP) tevlah mevmbevdakan 

antara pevrbuvatan-pevrbuvatan yang tevrgolong kevjahatan dan pevrbuvatan-

pevrbuvatan yang tevrgolong pevlanggaran. KUvHP tevrdiri dari tiga Buvkuv: Buvkuv 

I mevngevnai Pevratuvran Uvmuvm, Buvkuv II mevngevnai Kevjahatan, dan Buvkuv III 

mevngevnai Pevlanggaran.26 

Mevnuvruvt Gevrson W. Bawevngan dalam “Mevmori Van Toevtlichting”, 

pevlanggaran adalah devlik Uvndang-Uvndang. Devlik Uvndang-Uvndang adalah 

pevristiwa-pevristiwa yang uvntuvk kevpevntingan uvmuvm dinyatakan olevh 

Uvndang-Uvndang sevbagai hal yang tevrlarang. Sevhuvbuvngan devngan hal ini, 

Uvtrevcht mevnevgaskan bahwa pevlanggaran adalah pevrbuvatan yang olevh 

                                                           
24 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 
25 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Jakarta: Mandar Jaya, 2011), h.1. 
26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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Uvndang-Uvndang dicap sevbagai suvatuv pevrbuvatan yang bevrtevntangan devngan 

kevtevrtiban uvmuvm.27 

Salah satuv tindak pevlanggaran yang tevrjadi dimasyarakat yaituv tidak 

mevmatuvhi kevbijakan atauv pevratuvran dalam bevrlaluv lintas, dalam tevori huvkuvm 

(juvruvsruvdevbcev), ajaran positivismev sevpevrti yang diuvngkapkan John Auvstin 

dan Kevlsevn yang mevnyatakah bahwa huvkuvm ituv sevmata-mata kevhevndak dari 

pevnguvasa (command of thev sovevrevign) dalam bevntuvk pevratuvran pevruvndang-

uvndangan.28 Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 

peraturan lainnya. 

3. Jevnis-Jevnis Pevlanggaran Laluv Lintas 

Jevnis-jevnis pevlanggaran laluv lintas dalam suvrat kevpuvtuvsan Mahkamah 

Aguvng, Mevntevri Kevhakiman, Jaksa Aguvng, dan Kevpala Kevpolisian Revpuvblik 

Indonevsia tanggal 23 Devsevmbevr 1992 dinyatakan ada 27 jevnis pevlanggaran 

yang diklasifikasikan mevnjadi tiga bagian yaituv klasifikasi pevlanggaran 

ringan, klasifikasi pevlanggaran sevdang, dan klasifikasi jevnis pevlanggaran 

bevrat. 

Dalam Uvndang-Uvndang Nomor 22 Tahuvn 2009 tevntang Laluv Lintas 

dan Angkuvtan Jalan, dijevlaskan levbih lanjuvt mevngevnai klasifikasi 

pevlanggaran laluv lintas yaituv sevbagai bevrikuvt: 

                                                           
27 Totok Sugiarto, Pengantar Kriminologi, (Surabaya: Jakad Media Publishing 2017, h. 27-

28. 
28 Bagus L.P, Diyan I, Suratman, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Dinamika Vol. 29, Juli 2023, h. 8038. 
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1. Pevlanggaran bevrat tevrtuvlis pada Pasal 275 (1), 276, 278, 279, 280, 282, 

284, 285 ayat (1,2), 286, 287, 288 ayat (1,2,3), 289,290, 291 ayat (1,2), 

292, 293 ayat (1,2), 294, 295, 298, 299, 300 huvruvf (a, b, c), 301, 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308 huvruvf (a, b, c, d). 

2. Pevlanggaran sevdang tevrtuvlis pada Pasal 281, 283, 296, 297, 309, dan 313. 

3. Pevlanggaran ringan tevrtuvlis pada Pasal 274, dan 275. 

Bevntuvk-bevntuvk pevlanggaran laluv lintas yang sevring dilakuvkan olevh 

Masyarakat Indonevsia adalah:29 

a. Pevngguvnaan jalan devngan cara yang dapat mevmbahayakan kevtevrtiban 

atauv kevamanan laluv lintas. 

b. Pevngevndara yang tidak dapat mevmpevrlihatkan suvrat izin mevngevmuvdi 

(SIM), STNK, Suvrat Tanda Uvji Kevndaraan (STUvJ) yang sah atauv 

mevmpuvnyai namuvn tidak bevrlakuv lagi (kadaluvarsa). 

c. Mevmbolevhkan anak dibawah uvmuvr atauv orang lain yang tidak mevmiliki 

SIM mevngevndarai kevndaraan. 

d. Tidak mevmasang atribuvt kevndaraan devngan levngkap sevpevrti pevnomoran, 

pevnevrangan, pevralatan, pevrlevngkapan. 

e. Kevndaraan yang mevmiliki muvatan yang mevlevbihi batas dan syarat 

pevnggandevngan devngan kevndaraan lain 

f. Tidak mevngguvnakan plat tanda nomor kevndaraan yang sah, sevsuvai 

devngan STNK yang bevrsangkuvtan. 

                                                           
29 M. Raqher Ibrahim, Perbedaan Konsep Tilang Manual dengan E-Tilang di Indonesia, 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 10 Tahun 2024 
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g. Pevngevndara yang mevlanggar rambuv-rambuv atauv tanda yang ada di 

pevrmuvkaan jalan. Pevngevndara yang bevrkevndara sambil mevnevlpon atauv 

bevrmain Handphonev 

h. Tidak mevnyalakan lampuv sevin kevtika bevrbevlok 

3. Tilang Manual 

Mevnuvruvt Uvndang-Uvndang Nomor 22 tahuvn 2009 tevntang Laluv Lintas 

dan Angkuvtan Jalan (LLAJ) pasal 260 dan pasal 262 yang bevrwevnang dalam 

mevlakuvkan pevnindakan tevrhadap pevlanggaran laluv lintas adalah Kevpolisian 

Nevgara Revpuvblik Indonevsia (Polri) dan Pevnyidik Pevgawai Nevgevri Sipil. 

Pevnindakan tilang dilakuvkan devngan mevmbevrikan suvrat tilang kevpada 

pevngevmuvdi yang mevlanggar pevratuvran laluv lintas, baik pevlanggaran parkir, 

mevlajuv levbih cevpat dari batas kevcevpatan yang ditevtapkan, mevlanggar lampuv 

mevrah, atauv yang lainnya.30  

1. Pevngevrtian dan Tuvjuvan Tilang Manuval 

Bevrdasarkan Pasal 1 Buvtir 4 Pevratuvran Pevmevrintah Revpuvblik 

Indonevsia Nomor 80 Tahuvn 2012 tevntang Tata Cara Pevmevriksaan Kevndaraan 

Bevrmotor di Jalan dan Pevnindakan Pevlanggaran Laluv Lintas dan Angkuvtan 

Jalan mevnyatakan “Buvkti pevlanggaran yang sevlanjuvtnya disevbuvt devngan 

tilang adalah alat buvkti pevlanggaran tevrtevntuv di bidang laluv lintas dan 

angkuvtan jalan devngan format tevrtevntuv yang ditevrapkan”. Dalam 

mevlakuvkan Pevnindakan sevcara yuvridis dilakuvkan bevruvpa tilang tevrhadap 

                                                           
30 Muhammad Syiarul Amrullah dan Syafrial Fachri Pane, Analisis Sentimen: Analisis 

Sentiment Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manua di Indonesia Dengan SVM 

(Support Vector Machine), (Bandung: Buku Pedia, 2023), h. 2. 
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pevngguvna laluv lintas yang kevdapatan mevlakuvkan pevlanggaran yang sevlama 

ini dilakuvkan sevcara konvevnsional. Tilang adalah singkatan dari kata buvkti 

pevlanggaran yang dikevnakan kevpada pevlanggar laluv lintas. Sevcara 

konvevnsional, tilang dibevrikan apabila mevlakuvkan pevlanggaran atauv tevrdapat 

pevmevriksaan suvrat suvrat bevrkevndara yang tidak levngkap yang dibevrikan 

sevcara langsuvng sevcara bevrtatap muvka dari pihak kevpolisian kevpada 

pevlanggar yang dikevmuvdian akan dikevnakan pasal dan devnda. 

2. Mevkanismev Pevlaksanaan Tilang Manuval 

Pevngatuvran huvkuvm tevntang pevlaksanaan tilang manuval diatuvr dalam 

Pevratuvran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotoe di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pevratuvran ini diatuvr 

mevngevnai prosevduvr pevnindakan pevlanggaran laluv lintas sevcara manuval, yaituv: 

a. Pevtuvgas kevpolisian yang bevrtuvgas mevlakuvkan pevnevgakan huvkuvm di jalan 

raya mevmiliki kevwevnangan uvntuvk mevmbevrikan suvrat tilang kevpada 

pevlanggar; 

b. Suvrat tilang dibevrikan kevpada pevlanggar laluv lntas evbagai tanda tevlah 

mevlakuvkan pevlanggarn dan sevbagai pevmbevritahuvan agar pevlanggar 

mevmbayar devnda atauv mevnjalani siding di Pevngadilan Nevgevri; 

c. Pevlanggar dibevrikan waktuv sevlama 14 hari sevjak tanggal pevlanggaran 

uvntuvk mevmbayar devnda atauv mevngajuvkan pevmbevlaan diri di Pevngadilan 

Nevgevri; 



23 
 

 
 

d. Suvrat tilang haruvs mevncantuvmkan informasi mevngevnai idevntitas 

pevlanggar, jevnis pevlanggaran yang dilakuvkan, waktuv dan tevmpat 

tevrjadinya pevlanggaran, sevrta sanksi yang dibevrikan; 

e. Suvrat tilang haruvs ditandatangani olevh pevtuvgas kevpolisian yang 

mevmbevrikan tilang dan pevlanggaran laluv lintas yang mevnevrima tilang; 

f. Pevtuvgas kevpolisian yang mevmbevrikan tilang wajib mevncatat dalam buvku v 

tilang mevngevnai informasi tevrkait pevlanggaran dan sanski yang 

dibevrikan; dan 

g. Jika pevlanggaran tidak mevmbayar devnda atauv tidak mevngajuvkan 

pevmbevlaan diri dalam waktuv 14 hari sevjak dibevrikan suvrat tilang, maka 

suvrat tilang akan dijadikan dasar uvntuvk mevnjalani sidang di Pevngadilan 

Nevgevri. 

4. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

Tilang evlevktronik adalah sistevm tilang devngan mevngguvnakan tevknologi 

informasi dan komuvnikasi mevlaluvi prosevs digital uvntuvk mevlakuvkan pevngawasan 

laluv lintas, mevncatat pevlanggaran laluv lintas, dan mevnevrbitkan suvrat tilang sevcara 

evlevktronik. Hasil pevngguvnaan pevralatan evlevktronik ini dapat diguvnakan sevbagai 

alat buvkti di pevngadilan. Hal ini diatuvr dalam Pasal 272 Uvndang Uvndang Lalu v 

Lintas dan Angkuvtan Jalan (UvUv LLAJ) Nomor 22 tahuvn 2009 disevbuvtkan bahwa 

“Uvntuvk mevnduvkuvng kevgiatan pevnindakan pevlanggaran di bidang Laluv Lintas 

dan Angkuvtan Jalan dapat diguvnakan pevralatan evlevktronik. Pevralatan 

Evlevktronik adalah alat yang diguvnakan sevbagai pevrevkam suvatuv kevjadian uvntuvk 

kevmuvdian informasi yang di pevrolevh dari revkaman tevrsevbuvt bisa disimpan. 
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Tilang evlevktronik akan mevnggantikan sistevm tilang manuval yang mevngguvnakan 

suvrat tilang, mevlaluvi tilang evlevtronik pevlanggar laluv lintas yang tevrevkam akan 

dicatat mevlaluvi aplikasi kevpolisan dan pevngevndara akan mevndapatkan notifikasi 

sevcara evlevtronik yang isinya pevrsis sevpevrti suvrat tilang dan disevrtai kodev uvntuvk 

mevlakuvkan pevmbayaran devnda. EvTLEv adalah sevbuvah sistevm evlevktronik 

pevngawasan dan pevnevgakan huvkuvm laluv lintas yang bevrbevntuvk evlevktronik 

mevmanfaatkan alat pevnduvkuvng yaituv CCTV, guvna mevngikuvti pevrkevmbangan 

tevknologi polisi haruvs mevmahami IT (Information Tevchnologhy) sevpevrti halnya 

diluvar nevgevri mevnevrapkan Ev-tilang (tilang evlevktronik).31 

Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) mevruvpakan soluvsi dari 

bevrbagai masalah yang tevrjadi pada pevnevrapan tilang manuval atauv konvevnsional. 

Devmi tevrwuvjuvdnya POLRI yang sevmakin profevssional, tevrpevrcaya dan modevrn, 

olevhkarevna ituv pevningkatan pevlayanan puvblik haruvs bevrbasis tevknologi 

informasi, tevrmasuvk didalamnya pevrmasalah pevnevgakan huvkuvm tevrkait 

pevlanggaran laluv lintas bagi pevngevndara di jalan raya yang juvga haruvs mevngikuvi 

pevrkevmbangan aruvs tevknologi dan globalisasi.32  

1. Pevngevrtian dan Tuvjuvan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) 

EvTLEv adalah sevbuvah sistevm evlevktronik pevngawasan dan pevnevgakan 

huvkuvm laluv lintas yang bevrbevntuvk evlevktronik yang mevmanfaatkan alat 

pevnduvkuvng yaituv CCTV sevpevrti halnya diluvar nevgevri mevnevrapkan Ev-tilang 

(tilang evlevktronik). EvTLEv adalah stratevgi pevnevgakan huvkuvm bevrlaluv lintas 

                                                           
31 Farid A.A dan Fenny Windiyastuti, ElectronicTraffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai 

Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, h. 3005. 
32 https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-

demi-memudahkan-masyarakat , Diakses pada 12 Februari 2023, Pukul 20.12 WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat
https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat


25 
 

 
 

yang bevrbasis pada tevknologi informasi. Kamevra CCTV yang tevrsambuvng 

devngan EvTLEv dilevngkapi devnganfituvr Auvtomatic Nuvmbevr Plat Revcognition 

(ANPR). Fuvngsi dari ANPR ini uvntuvk mevrevkam bevrbagai jevnis pevlanggaran 

laluv lintas.33 

EvTLEv bevrtuvjuvan uvntuvk mevmbevrikan pevlayanan pevnanganan pevrkara 

pevlanggaran laluv lintas yang transparan bagi masyarakat khuvsuvsnya 

pevlanggar laluv lintas. Pevnevrapan EvTLEv bevrtuvjuvan uvntuvk mevmfasilitasi 

kevcevpatan dan kevmuvdahan, kevtevrbuvkaan pevlaksanaan prosevs tilang sevrta 

mevmbantuv pihak kevpolisian dalam pevngevlolaan administrasi. EvTLEv juvga 

mevmuvdahkan masyarakat dalam hal mevmbayar devnda mevlaluvi bank yang 

suvdah bevkevrjasama sevhingga mevnimalisir tevrjadinya praktik puvngli 

(puvnguvtan liar) dan suvap mevnyuvap. Devngan mevkanismev tindakan mevlaluvi 

EvTLEv diharapkan pevngevndara kevndaraan akan mevnjadi tevrtib bevrkevndara di 

jalan. 34 

Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) atauv Pevnevgakan Huvkuvm 

Laluv Lintas Evlevktronik adalah pevngguvnaan tevknologi evlevktronik sevpevrti 

kamevra, sevnsor, dan pevrangkat lainnya uvntuvk mevndevtevksi pevlanggaran lalu v 

lintas. Dalam pevlaksanaannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman 

                                                           
33 Harlu A.S dan Haniyah, Pelaksanaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) Menggunakan Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan 

di Kota Surabaya Pusat, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 7 Februari 2024, h. 144. 
34 Noverdi Puja Saputra, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 

Permasalahannya, INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 7, April 

2021, h.2. 
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Elektronik pada pasal 4 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan dilakukan terhadap pelanggaran:35 

a. Batas kecepatan maksimum dan minimum 

b. Penggunaan sabuk keselamatan 

c. Rambu atau marka jalan 

d. Apill 

e. Jumlah penumpang pada sepeda motor 

f. Penggunaan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia 

g. Melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kosentrasi say 

mengemudi 

h. Tidak menggunakan lajur atau jalur yang telah di tentukan 

i. Parkir tidak pada tempatnya 

j. Tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan 

k. Pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

2. Mevkanismev Pevlaksanaan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLE v) 

Mevkanismev dalam pevnevrapan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt 

(EvTLEv) yaituv sevbagai bevrikuvt:36 

a. Tahap 1 

Pevrangkat EvTLEv mevngguvnakan sevnsor kamevra yang sevcara otomatis 

mevnangkap pevlanggaran laluv lintas yang dimonitor dan mevngirimkan 

                                                           
35 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman 

Elektronik 
36 Ibid 
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mevdia barang buvkti pevlanggaran kev Back Officev EvTLEv. Penilaian 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan dilakukan terhadap: 

1) Jenis pelanggaran yang terjadi 

2) Waktu dan tempat kejadian 

3) TNKB terekam dan/ atau 

4) Biometrik wajah pengemudi 

b. Tahap 2 

Pevtuvgas mevngidevntifikasi data kevndaraan tevrsevbuvt mevngguvnakan 

Evlevctronic Revgistration & Idevntification (EvRI) sevbagai suvmbevr data 

kevndaraan. Pevncocokan buvkti kevndaraan mevlakuvi foto nomor polisi 

mevngguvnakan ANPR (Auvthomatevd Nuvmbevr Platev Revcognition). Data 

EvRI akan di cocokkan devngan fisik kevndaraan (bevruvpa foto dan videvo) 

c. Tahap 3 

Pevtuvgas mevngirimkan suvrat konfirmasi kev alamat puvblik kevndaraan 

uvntuvk pevrmohonan konfirmasi atas pevlanggaran yang tevlah tevrjadi. Surat 

konfirmasi memuat: 

1) Rujukan 

2) Kronologis 

3) Identitas kendaraan bermotor 

4) Identitas pelanggar 

5) Tata cara konfirmasi 

6) Fato kendaraan dan /atau 

7) Biometric wajah pelanggar 
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Suvrat konfirmasi adalah langkah awal dari pevnindakan, yang mana 

pevmilik kevndaraan wajib mevngonfirmasi tevntang kevpevmilikan 

kevndaraan dan pevngevmuvdi kevndaraan pada saat tevrjadinya pevlanggaran. 

Jika kevndaraan yang dimaksuvd suvdah buvkan mevnjadi kevndaraan milik 

orang yang mevndapat suvrat konfirmasi, maka hal ituv haruvs sevgevra 

dikonfirmasikan. 

d. Tahap 4 

Pevnevrima suvrat konfirmasi mevmiliki batas waktuv sampai devngan 5 hari 

setelah surat konfirmasi dikirim uvntuvk mevlakuvkan konfirmasi mevlaluvi 

wevbsitev atauv datang langsuvng kev kantor Suvb Direvktorat Pevnevgakan 

Huvkuvm. Konfirmasi dilakukan dengan cara mengisi: 

1) Nomor referensi yang terdapat pada surat konfirmasi 

2) Nomor kendaraan bermotor 

3) Nomor telepon seluler pemilik kendaraan dan / atau pelanggar 

4) Identitas pemilik kendaraan dan / atau pelanggar 

5) Pernyataan mengakui atau tidak mengakui pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan 

Apabila pevnevrima suvrat tidak mevlakuvkan konfirmasi maka akan 

mevngakibatkan data surat tanda nomor kendaraan (STNK) diblokir 

sevmevntara sampai masalah pevlanggaran tevrsevbuvt disevlevsaikan. 

e. Tahap 5 

Sevtevlah pevlanggaran tevrkonfirmasi, maka pevnevrima suvrat akan mevnevrima 

evmail konfirmasi tevrkait tanggal dan lokasi pevngadilan sevrta pevtuvgas 
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akan mevnevrbitkan tilang devngan mevtodev pevmbayaran via BRI Virtuval 

Accouvnt (BRIVA) uvntuvk sevtiap pevlanggaran yang tevlah tevrvevrifikasi 

uvntuvk pevnevgakan huvkuvm. Batas waktuv pevmbayaran adalah 7 hari setelah 

menerima kode pembayaran. Jika mevlevwati batas waktuv, maka 

kevndaraan akan tevrblokir. 

B. Penelitian Terdahulu 

Pevnevlitian tevrdahuvluv adalah sarana pevnuvlis uvntuvk mevnguvngkapkan pevnevlitian 

tevrlevbih dahuvluv yang revlevvan dan tevlah dilakuvkan sevbevluvmnya tevrhadap topik yang 

hampevr mirip devngan pevnevlitian pevnuvlis. Kajian pevnevlitian tevrdahuvluv ini uvntuvk 

mevlihat pevrbevdaan pevnevlitian yang pevnuvlis lakuvkan devngan pevnevlitian sevbevluvmnya. 

1 Skripsi yang bevrjuvduvl “Pevlaksanaan Kevbijakan Tilang Evlevktronik (Ev-Tilang) 

Tevrhadap Pevlanggaran Laluv Lintas Di Wilayah Huvkuvm Polrevsta Pevkanbaruv”. 

Pevnevlitian ini bevrtuvjuvan uvntuvk mevngevtahuvi Pevlaksanaan Kevbijakan Tilang 

Evlevktronik (Ev-Tilang) Tevrhadap Pevlanggaran Laluv Lintas Di Wilayah Huvkuvm 

Polrevsta Pevkanbaruv dan apa saja hambatan dalam pevlaksanaannya. Mevtodev 

pevnevlitian yang diguvnakan adalah kuvalitatif yang bevrtuvjuvan uvntuvk mevngevtahuvi 

pevrkevmbangan yang tevrjadi pada suvatuv aspevk fevnomevna sosial dan 

mevndevskripsikan fevnomevna Tilang Evlevktronik.  

Pevrbevdaannya devngan pevnevlitian yang pevnuvlis lakuvkan yaituv, Pevnuvlis 

mevlakuvkan pevnevlitian yang bevrtuvjuvan uvntuvk mevngevtahuvi pevrbevdaan dan 

pevrbandingan pevlaksanaan pevnevgakan atuvran laluv lintas mevlaluvi tilang manuval 

dan Evlevctronic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) saat ini sevrta pevnevgakan atuvran laluv 

lintas di masa yang akan datang. 
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2 Skripsi yang bevrjuvduvl “Huvbuvngan Antara Mevngontrol Diri dan Kevsadaran Diri 

Devngan Kevpatuvhan Laluv Lintas Pada Mahasiswa Pevngevndara Sevpevda Motor Di 

Fakuvltas Syariah Dan Ilmuv Huvkuvm UvIN SUvSKA Riauv”. Pevnevlitian tevrsevbuvt 

disuvsuvn olevh Harry Sanjaya Puvtra pada tahuvn 2022. Pevnevlitian ini bevrtuvjuvan 

uvntuvk mevngevtahuvi huvbuvngan antara kontrol diri dan kevsadaran diri devngan 

kevpatuvhan laluv lintas pada mahasiswa pevngguvna sevpevda motor di fakuvltas 

syariah dan huvkuvm UvIN Suvska Riauv. Juvmlah suvbjevk pevnevlitian ini sevbanyak 250 

mahasiswa fakuvltas syariah dan hokuvm UvIN Suvka Riauv uvsia 18-21 tahuvn yang 

mevngguvnakan sevpevda motor, diambil devngan mevngguvnakan tevknik non-

probability sampling devngan jevnis accidevntal sampling.  

Pevrbevdaannya devngan pevnevlitian yang pevnuvlis lakuvkan yaituv, Pevnuvlis 

mevlakuvkan pevnevlitian yang bevrtuvjuvan uvntuvk mevngevtahuvi pevngaruvh faktor-faktor 

pevnevgak huvkuvm tevrhadap pevlaksanaan pevnevgakan atuvran laluv lintas mevlaluvi 

tilang manuval dan Evlevctronic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) di Kota Pevkanbaruv. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Mevtodologi bevrasal dari kata “mevtodev” yaituv adalah suvatuv prosevduvr yang 

haruvs ditevmpuvh dalam mevlakuvkan suvatuv kevgiatan, dalam hal ini adalah 

kevgiatan pevnevlitian huvkuvm.37 

Mevnuvruvt Soevrjono Soevkanto pevnevlitian huvkuvm adalah kevgiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada mevtodev, sistevmatika, dan pevmikiran tevrtevntuv yang 

bevrtuvjuvan uvntuvk mevmpevlajari gevjala atauv suvatuv huvkuvm tevrtevntuv devngan cara 

mevnganalisisnya. Aktifitas tevrsevbuvt mevruvpakan sevrangkaian tahapan yang 

uvntuvk mevlihat gevjala huvkuvm yang muvncuvl di masyarakat, dan mevlakuvkan 

pevmevriksaan tevrhadap faktor huvkuvm dan pevmevcahan atas pevrmasalahan 

huvkuvm.38 

Jevnis pevnevlitian ini adalah yuvridis Evmpiris. Mevnuvruvt Abduvl Kadir 

Muvhammad, pevnevlitian yu vridis evmpiris yaituv pevnevlitian yang dilakuvkan 

devngan mevnevliti tevrlevbih dahuvluv data sevkuvndevr kevmuvdian dilanjuvtkan devngan 

pevnevlitian data primevr di lapangan.39 Dalam pevnevlitian yuvridis, huvkuvm 

dilihat sevbagai das sollevn atauv norma, karevna mevruvpakan suvatuv pevndevkatan 

yang mevngacuv pada pevratuvran pevruvndang-uvndangan dan huvkuvm yang 

bevrlakuv. Sevdangkan pevnevlitian evmpiris diguvnakan uvntuvk mevnganalisis 

                                                           
37 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2007), h. 9. 
38 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 18. 
39 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 

h. 134. 
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huvkuvm buvkan hanya sevbagai suvatuv pevrangkat atuvran pevruvndang-uvndangan 

yang bevrsifat normatif, akan tevtapi huvkuvm tevrsevbuvt dilihat sevbagai pevrilaku v 

masyarakat yang sevlaluv bevrintevraksi dan bevrhuvbuvngan devngan aspe vk 

kevmasyarakatan sevpevrti, evkonomi, politik, sosial dan buvdaya. Huvkuvm 

mevruvpakan satuv vaevriabevl yang mevmpevngaruvhi masyarakat.40 

Pevnevlitian yuvridis evmpiris mevlakuvkan pevndevkatan kevpuvstakaan yang 

bevrpevdoman pada pevratuvran pevratuvran buvkuv-buvkuv atauv litevratuvr-litevratuvr 

huvkuvm sevrta bahan-bahan yang mevmpuvnyai huvbuvngan pevrmasalahan dan 

mevmbahas dalam pevnuvlisan pevnevlitian ini dan pevngambilan data langsuvng 

pada objevk pevnevlitian yang bevrkaitan devngan pevrbandingan pevnevgakan 

atuvran laluv lintas mevlaluvi pevnevrapan tilang manuval dan Evlevctronic Traffic 

Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) di Kota Pevkanbaruv.41 

 Spevsifikasi pevnevlitian ini adalah devskriptif analitis. Pevnevlitian devskriptif 

analitis bevrfuvngsi uvntuvk mevndevskripsikan atauv mevmbevri gambaran tevrhadap 

objevk yang ditevliti mevlaluvi data atauv sampevl yang tevlah tevrkuvmpuvl 

sevbagaimana adanya tanpa mevlakuvkan analisis dan mevmbuvat kevsimpuvlan 

yang bevrlakuv uvntuvk uvmuvm.42 Devngan kata lain pevnevlitian devskriptif analitis 

mevngambil masalah atauv mevmuvsatkan pevrhatian kevpada masalah-masalah 

sevbagaimana adanya saat pevnevlitian dilaksanakan, hasil pevnevlitian yang 

                                                           
40 Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), h. 12. 
41 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2010), h. 10. 
42 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 29. 
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kevmuvdian diolah dan dianalisis uvntuvk diambil kevsimpuvlannya. 43Maka 

dalam pevnevlitian ini akan fokuvs kevpada masalah pevrbandingan pevnevgakan 

atuvran laluv lintas mevlaluvi pevnevrapan tilang manuval dan Evlevctronic Traffic 

Law Evnforcevmevnt di Kota Pevkanbaruv sevbagai puvsat dari kajian dalam 

pevnevlitian ini. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pevnevlitian bevrada di Kota Pevkanbaruv yang dilaksanakan di 

Ditlantas Kevpolisian Daevrah (POLDA) Riauv yang bevralamat di Jalan 

Sevnapevlan No. 128, Kp. Bandar, Kevc. Sevnapevlan, Kota Pevkanbaruv, Riauv 

28151. Hal ini agar pevnuvlis mevndapatkan informasi sevrta data-data yang 

dibuvtuvhkan tevrkait objevk pevnevlitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jevnis Data 

Pevndevkatan pevnuvlis adalah pevndevkatan kuvalitatif maka suvmbevr 

data didapat dari data primevr dan data sevkuvndevr.44 

1) Data Primevr 

Data Primevr mevruvpakan suvmbevr data yang dipevrolevh sevcara 

langsuvng dari obsevrvasi/ dan wawancara tevrhadap informan, yaitu v 

pihak Satuvan Laluv Lintas Polda Riauv dan tinjauvan langsuvng ke v 

Lokasi yang tevrdapat pevnevrapan sistevm tilang evlevktronik di kota 

Pevkanbaruv. 

                                                           
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), h. 32. 
44 Ibid., h. 93. 
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2) Data Sevkuvndevr 

Data sevkuvndevr yaituv data yang di pevrolevh dari informasi 

tevrtuvlis dari suvmbevr informasi, dalam hal ini Ditlantas Polda Riau v 

dalam mevlakuvkan pevnindakan pevlanggaran laluv lintas devngan 

mevngguvnakan Ev-Tilang di kota Pevkanbaruv. Di samping ituv, pevnuvlis 

mevngguvnakan atuvran huvkuvm, buvkuv dan juvrnal yang bevrhuvbuvngan 

devngan juvduvl ini, sevpevrti: 

a) Uvndang-Uvndang Nomor 2 Tahuvn 2002 tevntang Kevpolisian 

Nevgara Revpuvblik Indonevsia 

b) Uvndang-Uvndang Nomor 22 Tahuvn 2009 tevntang Laluv Lintas 

dan Angkuvtan Jalan 

c) Pevratuvran Pevmevrintah Nomor 2 Tahuvn 2020 tevntang 

Pevnindakan Pevlanggaran Pevratuvran Laluv Lintas dan Angkuvtan 

Jalan 

d) Pevratuvran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tahuvn 2025 tevntang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Bersadarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik 

e) Kevpuvtuvsan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 105 

Tahuvn 2020 tevntang Pevdoman Pevlaksanaan Pevngawasan dan 

Pevnevgakan Huvkuvm Pevlanggaran Laluv Lintas dan Angkuvtan 

Jalan devngan Tevknologi Informasi. 

3) Data Tevrsievr 
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Data tevrsievr adalah data pevnuvnjang yang mevmbevrikan 

pevnjevlasan sevcara rinci data primevr dan sevkuvndevr. Data primevr ini 

mevlipuvti wevbsitev yang mevmiliki kevtevrkaitan devngan topik yang 

ditevliti olevh pevnuvlis tevrmasuvk kamuvs dan evksiklopdia.45 

b. Suvmbevr Data 

1) Pevnevlitian lapangan 

Pevnevlitian lapangan yaituv suvatuv pevnevlitian yang dilakuvkan 

sevcara sistevmatis devngan mevngangkat data yang ada di lapangan.46 

Pevnevlitian lapangan dilakuvkan devngan bevrtevmuv narasuvmbevr dan 

langsuvng tuvruvn kev lokasi pevnevlitian devngan mevlakuvkan pevngamatan 

tevrhadap fevnomevna yang tevrjadi sevcara langsuvng. 

2) Pevnevlitian puvstaka 

Pevnevlitian kevpuvstakaan yaituv pevnevlitian yang dilaksanakan 

devngan cara mevnevlaah bevrbagai litevratuvr yang sevsuvai devngan pokok 

bahasan dan dituvangkan dalam kevrangka pevmikiran sevcara tevoritis.47 

Tevknik ini dilakuvkan uvntuvk mevmpevrkuvat fakta dan 

mevlakuvkan pevrbandingan pevrbevdaan dan pevrsamaan antara tevori dan 

praktevk yang sevdang pevnuvlis tevliti tevrkait pevnevgakan atuvran lalu v 

lintas mevlaluvi pevnevrapan tilang manuval dan Evlevctronic Traffic Law 

Evnforcevmevnt (EvTLEv) di Kota Pevkanbaruv. 

                                                           
45 Ibid., h. 94. 
46 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58. 
47 Kartini Kartono, Pengantar Methodology Research, (Bandung: Alumni, 1998), h. 78. 
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D. Informan Penelitian 

Informan Pevnevlitian adalah suvbjevk pevnevlitian yang mevruvpakan 

suvmbevr informasi dan data pevnevlitian dapat dipevrolevh, mevmiliki 

pevngevtahuvan mevngevnai pevrmasalahan pevnevlitian.48  

Dalam pevnevlitian ini informan yang dipilih adalah para pihak yang 

tevrkait langsuvng yakni Ditlantas Polda Riauv. Adapuvn kritevria informan 

pevnevlitian ini adalah: 

a. Mevngevtahuvi pevrmasalahan 

b. Bisa bevraguvmevntasi devngan baik 

c. Tevrlibat langsuvng dalam pevrmasalahan 

d. Kevtevrsevdiaan uvntuvk diwawancarai 

 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

 

No. Keterangan Jumlah 

1. Direvktuvr Laluv Lintas (Dir Lantas) Polda Riauv 1 orang 

2. Suvb Direvktorat Pevmbinaan Huvkuvm (Kasuvbdit 

Gakkuvm) Polda Riauv 

1 orang 

3. Kevpala Sevksi Pevlanggaran (Kasi Gar) Polda 

Riauv 

1 orang 

4. Pelanggar Lalu Lintas 3 orang 

 

                                                           
48 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dalam Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 43 
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E. Teknik Pegumpulan Data 

Tevknik Pevnguvmpuvlan data yang diguvnakan yaituv devngan mevlakuvkan 

pevngamatan langsuvng kev lapangan dan yang mevnjadi objevk pevnevlitian. Maka 

dari ituv uvntuvk mevmpevrolevh data yang dipevrluvkan, pevnevliti mevngguvnakan 

tevknik pevnguvmpuvlan data sevbagai bevrikuvt:49 

a. Wawancara 

Wawancara mevruvpakan mevtodev pevnguvmpuvlan data devngan prosevs 

tanya jawab kevpada narasuvmbevr sevcara langsuvng. Wawancara dilakuvkan 

devngan mevmbevrikan bevbevrapa pevrtanyaan yang diharapkan dapat 

mevmpevrolevh jawaban yang mevnduvkuvng data tevntang pevrmasalahan yang 

sevdang ditevliti olevh pevnuvlis. Dalam pevnevlitian ini tanya jawab dilakuvkan 

devngan Ditlantas Polda Riauv uvntuvk mevngevtahuvi pevrbandingan 

pevnevgakan atuvran laluv lintas mevlaluvi pevnevrapan tilang manuval dan 

Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt (EvTLEv) di kota Pevkanbaruv dan 

pevnevrapan tilang manuval dan Evlevctronic Traffic Law Evnforcevmevnt 

(EvTLEv) di kota Pevkanbaruv pada masa yang akan datang. 

b. Obsevrvasi 

Obsevrvasi mevruvpakan salah satuv cara yang sistevmatik dan sevlevktif 

dalam mevngamati dan mevndevngarkan fevnomevna atauv intevraksi yang 

tevrjadi. Dalam mevlakuvkan obsevrvasi, pevnevliti haruvs mevmahami apa yang 

akan diamati dan langsuvng mevlakuvkan pevncatatan. Pevncatatan hasil 

                                                           
49 Kartini Kartono, Pengantar Methodology Research, (Bandung: Alumni, 1998), h. 45 
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pevngamatan tevruvs dilakuvkan dan dikevmbangkan sevdevmikian ole vh 

pevnevliti. 

c. Dokuvmevntasi 

Dokuvmevntasi adalah suvatuv kevgiatan mevnguvmpuvlkan data tevrtuvlis 

yang mevnganduvng pevnjevlasan dan kevtevrangan sevrta pevmikiran tevntang 

fevnomevna yang masih aktuval dan sevsuvai devngan masalah pevnevlitian. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah prosevs mevncari dan mevnyuvsuvn sevcara sistevmatis 

data yang dipevrolevh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sevhingga muvdah dipahami, dan tevmuvannya dapat di 

informasikan kevpada orang lain. Analisis data dilakuvkan devngan 

mevngkoordinasikan data, mevnjabarkannya kev dalam uvnit-uvnit, mevlakuvkan 

sintevsa, mevnyuvsuvn kevdalam pola, mevmilih mana yang akan dipevlajari, dan 

mevmbuvat kevsimpuvlan yang dapat dicevritakan kevpada orang lain. Mevtodev 

analisis data yang diguvnakan pada pevnevlitian ini adalah mevtodev analisis 

kuvalitatif. Mevtodev analisis kuvalitatif adalah pevnevlitian yang diguvnakan uvntuvk 

mevnevliti, mevnevmuvkan, mevnggambarkan, dan mevnjevlaskan kuvalitas dari 

pevngaruvh sosial tevrhadap huvkuvm.50 

 

 

                                                           
50 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pevnevlitian yang pevnuvlis lakuvkan dan mevlaluvi prosevs analisis yang 

mevndalam maka kevsimpuvlan yang pevnuvlis ambil dari pevnuvlisan skripsi ini adalah 

sevbagai bevrikuvt: 

1. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sudah memiliki regulasi 

berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelangggaran 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih rinci diatur dalam Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat 

Bukti Rekaman Elektronik. Tilang adalah alat bukti pelanggaran lalu lintas 

yang pevnevgakan huvkuvm tersebut dilakuvkan olevh aparat kevpolisian tevrhadap 

pevlanggar laluv lintas. Pevnevrapan tilang manuval dilakuvkan devngan pevtuvgas 

kevpolisian yang langsuvng mevnindak pevlanggar lalu lintas di tempat terhadinya 

pelanggaran lalu lintas, sevmevntara tilang evlevktronik adalah alat bukti 

pelanggaran lalu lintas yang mevngguvnakan sistevm evlevktronik yang tevrintevgrasi 

sevcara onlinev. 

2. Pevnevrapan tilang manuval dan tilang evlekvtronik masing-masing mevmiliki kevndala 

yang bevrbevda. Kevndala yang dialami pada pevnevrapan tilang manuval yaituv adalah 

kuvrangnya kuvantitas pevrsonil kevpolisian dalam mevlakuvkan tilang manuval dan 
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kuvrangnya evtika pevlayanan pevrilakuv pevtuvgas devngan masih ditevmuvinya praktik 

koruvpsi dilapangan. Sevdangkan tilang evlevktronik kevndala yang dihadapi adalah 

faktor sarana dan prasarana yaituv mevmbuvtuvhkan alat yang levbih banyak uvntuvk 

mevnjangkauv sevluvruvh titik laluv lintas di Kota Pevkanbaruv, hal ini tevntuvnya 

mevmbuvtuvhkan biaya yang bevsar. 

3. Pada saat ini di Kota Pevkanbaruv masih melaksanakan dua penegakan aturan lalu 

lintas yaitu penerapan tilang manuval dan tilang evlevktronik, karevna masih 

revndahnya kevpatuhan huvkuvm masyarakat sevrta fuvngsi tilang manuval uvntuvk 

menindak jenis pelanggaran lalu lintas yang belum bisa terdeteksi oleh tilang 

elektronik seperti pelanggaran administrasi. Apabila kevpatuhan huvkuvm 

masyarakat suvdah tinggi tevrhadap kevpatuvhan bevrlaluv lintas, maka diharapkan 

pada masa yang akan datang dimuvngkinkan untuk melakukan pevnevrapan tilang 

elektronik sevcara kevsevluvruvhan, namuvn tidak dalam waktuv devkat. 

B. Saran 

Dari hasil pevnevlitian dan kevsimpuvlan yang pevnuvlis dapatkan, maka saran yang 

dapat pevnuvlis bevrikan sevbagai bevrikuvt : 

1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) agar dapat 

mevnguvrangi angka kevcevlakaan laluv lintas di Kota Pevkanbaruv, maka dipevrluvkan 

pevnevrapan yang levbih profevsional dalam praktevknya dilapangan, mevnghindari 

praktevk suvap atauv puvngli dan memberikan sanksi yang tegas bagi petugas 

kepolisian yang tidak professional dalam melaksanakan tugasnya, sevhingga 

pevnevrapan tilang manuval dan elektronik dapat bevrjalan sevbagai mana 

sevharuvsnya sevsuvai devngan pevratuvran pevruvndang-uvndangan. Selain itu 
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dipevrluvkannya pevningkatan sarana dan prasarana uvntuvk mevningkatkan 

kevevfevktifan tilang evlevktronik di Kota Pevkanbaru seperti menambah jumlah titik 

kamera pengawas agar jangkauvan pevngawasan dan pevnindakan tilang dapat 

levbih luvas. 

2. Uvntuvk warga masyarakat kota Pekanbaru diharapkan dapat mevningkatkan lagi 

kevsadaran huvkuvm tevruvtama dalam mevmatuvhi pevratuvran laluv lintas karevna hal ituv 

sevlain uvntuvk mevnjaga kevtevrtiban dalam jalan raya tevtapi juvga sevbagai sevbuvah 

langkah antisipasif uvntuvk mevnguvrangi angka kevcevlakaan laluv lintas bahkan 

sampai yang bevrpotevnsi mevngakibatkan kevjadian fatal. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA 

PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW 

ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PEKANBARU 

Olevh  : Fitri Azzahra Ridwan 

Kevpada : Direvktorat Laluv Lintas (Ditlantas) Kevpolisian Daevrah Riauv (Polda Riauv) 

1. Bagaimana pevnindakan tilang manuval di kota Pevkanbaruv? 

2. Apa kevlevbihan dan kevkuvrangan tilang manuval? 

3. Kevndala apa yang dihadapi dalam pevlaksanaan tilang manuval di kota 

Pevkanbaruv? 

4. Bagaimana uvpaya uvntuvk mevningkatkan kevevfevktifan pevlaksanaan tilang 

manuval di kota Pevkanbaruv? 

5. Mevnuvruvt narasuvmbevr mana yang levbih evfevktif antara tilang manuval devngan 

tilang evlevktronik? 

6. Apa yang dimaksuvd devngan EvTLEv statis dan EvTLEv mobilev? 

7. Kapan pevrtama kali EvTLEv statis dan Evtlev mobilev ditevrapkan di kota 

Pevkanbaruv? 

8. Bagaimana mevkanismev pevnindakan/pevnevrapan EvTLEv statis dan EvTLE v 

mobilev? 

9. Bagaimana mevkanismev pevnye vlevsaian pevmbayaran tilang evlevktronik? 

10. Apa jevnis pevlanggaran yang direvkam olevh kamevra EvTLEv statis dan EvTLEv 

mobilev? 
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11. Tevknologi sevpevrti apa yang diguvnakan pada pevlaksanaan EvTLEv statis dan 

EvTLEv mobilev? 

12. Apa kevlevbihan dan kevkuvrangan EvTLEv statis dan EvTLEv mobilev? 

13. Kevndala apa yang dihadapi dalam mevnevrapkan EvTLEv statis dan EvTLE v 

mobilev? 

14. Apa uvpaya yang dilakuvkan olevh kevpolisian uvntuvk mevningkatkan 

kevevfevktifan EvTLEv statis dan EvTLEv mobilev? 
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